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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dipaparkan dalam bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Penegakan hukum lingkungan administrasi terhadap usaha peternakan ayam 

potong di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik. Meskipun 

beberapa pelaku usaha peternakan ayam potong telah mengetahui akan 

kewajiban administrasi lingkungan, tetapi masih banyak pelaku usaha 

peternakan ayam potong yang belum memiliki izin pendirian yang lengkap 

dan tidak melaporkan kondisi pengelolaan lingkungan mereka.  

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

melakukan pengawasan dan pemantauan apabila terdapat aduan dari 

masyarakat terkait dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya 

usaha peternakan ayam potong. Keterbatasan jumlah petugas 

mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap usaha 

peternakan ayam potong. Oleh karena itu, peran Dinas Lingkungan, Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan dan SATPOL PP perlu ditingkatkan lagi, 

agar usaha peternakan ayam potong berjalan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dan dapat meminimalisir dampak negatif dari adanya peternakan 

tersebut. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan 

adalah : 

1. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat 

secara aktif melakukan monitoring terhadap usaha peternakan ayam 

potong. Meskipun tidak memiliki wewenang dalam melakukan penegakan 

hukum lingkungan administrasi, tetapi dapat memberikan laporan terkait 

dengan pelanggaran administrasi yang dapat diberikan kepada SATPOL 

PP supaya dapat dilakukan tindakan selanjutnya. 

2. Perlunya meningkatkan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan dan SATPOL PP dalam melaksanakan 

pengawasan serta penegakan hukum lingkungan administrasi. Serta 

perlunya untuk meningkatkan jumlah petugas baik dari Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dan SATPOL PP supaya 

pengawasan dapat dilakukan secara rutin. Pemberian sosialisasi kepada 

para pelaku usaha peternakan ayam potong mengenai kewajiban 

administrasi lingkungan juga perlu untuk dilakukan, supaya para pelaku 

usaha peternakan ayam potong menjadi lebih paham akan peraturan serta 

pengelolaan lingkungan yang baik. Pemberian sanksi administratif juga 

perlu ditegaskan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku usaha 

peternakan ayam potong yang tidak mematuhi aturan lingkungan. Hal ini 

dimaksudkan agar usaha peternakan ayam potong dapat berjalan sesuai 

dengan peraturan yang ada serta mendukung kelestarian lingkungan hidup. 
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